L

©

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINGD SULAWEST UTARA
NOMOR A6 TAMUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

Menimbang

Mengingat

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI UTARA,

bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah

yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisasi berbadan hukum menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran
keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrauf,

teknis, dan kelayakan yang telah ditctapkan; .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Utara tentang Pemberian 1zin Opcras-.onal

Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturar
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembare

Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
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Peroturan Pemerintah Nomaor 74 Tahan 20008 tentang

Gura (Lembarnn Negonrn Republik Indaonesin Tahun 2009
Mepnrn Republik

JUO0R MNomor 91,

Nomor 194, Toamboahoan  Lemboaran

Indonesin Nomor 494 1);
Peraturan Pemerintanh Nomor 17 Toabun
Penpelolaan dan Penvelenpparann Pendidikan (Lembaran

25,

Negara Republik  Indonesia Tohun 2010 Nomor

Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesin Momor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang,
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Non_mr 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sckolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di:
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di

Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan

Agama [slam dan Bahasa Arab di Madrasah;,
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasah dan Pcngawas Pendidikan Agama
Islam pada Sckolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
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KEDUA
madrnsah

jumnlah

standar
pemenuhan standar pendidik dan
kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran  visitast akreditast
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasa .“'““kﬁu“'

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar

pelayanan minimal penyclenggaraan pendidikan dan/atau

hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua h.uruf

b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

h sebagaimana d

KELIMA
Ditetapkan di Manado
pada tanggal Maret 2023
§-KEPALA KANTOR WILAYAH
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EPALA KANTOR WILAYAH

NTERIAN AGAMA
SI SULAWES! UTARA,
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